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ANGAN  LALU

PAHAM TERTUMBUK

(Nlenunggu Buk{i Nyata Program K2I di Rlau)

Progfam  K2I  yang  didengungkan  olehpemerintah Provinsi Riau merupakan pemu-
satan dari berbagal program pembangunan yang
selama ini dianggap tidak fokus yang dflaksanakan
di Riau.  Diharapkan  dengan menciutkan hanya

pada tiga bidang utana, yakni kemiskinan, kebo-
dohan, dan infrastruktur q€2D, maka sasaran yang
ingin  dicapai  dalam  pembangunan  Riau  akan
semalin jelas dan terukur. Berbagal kealatan pem-
bangunanakanlebihfokusdiarahkanbapjmengen-
taskan  masyarakat  Riau  dari  kemiskinan  dan
kebodohan.

Selama ini Riau yang terkenal kaya  akan
sumberdaya  alam  ternyata merupakan  kantong
masyarakat  miskin  yang di  dalamnya  terdapat
orang-orang, yang tidak saja rendah pendapatan-
nya,  tetapi  juga  sangat  minim  pendidikannya.
Bahkan  dalam percaturan  kehidupan  semakin
terpinggirkan  akibat  kebijakan-kebijakan  yang
tidak menguntungkan mereka.
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Meski  sulit untuk dipahami apakah  K21
lebih berorientasi pada program atau malah ber-

pijak pada masalah dan mungkin masih jauh dari
kinerja,  namun  keinginan untuk memberantas
kemiskinan di RIau merupakan sesuatu yang patut
disikapi  secara  positif.  Persoalan  kemiskinan
bukanlah hal yang sederhana. Di Indonesia kemis-
kinan tidak hanya berkait dengan fcktor struktural
tetapi juga melingkup pada faktor kultural. Sudah
banyakprogramdanupayapenanggulangankemis-
kinan yang dilakukan  tetapi hasilnya  belumlah
memuaskan. Program penanggulangan kemiskinan
memang mudah diucapkan dan bahkan secara teori
dapat dicarikan jalan keluamya. Hanya saja ketika
tiba  untuk  melaksanakannya  temyata  banyak
hambatan yang harus diselesaikan dan tantangan
untuk dihadapi.  Implementasinya menjadi rumit
dan berbelit. Bak kata orang Melayu, "4#gzz# /#/#

P¢4c7er /g#zf%4#A'',  yang mudah  secara  teori  tetapi
sukar dilaksanakan.

Kemiskinan sebenamya di nana-mana ada.
Bahkan di Cahfornia, AS, pada tahun 2002 masih
ter-dapat  sebanyak  17°/o  lebih  masyarakat yang
befada di bawah garis kemiskinan. Menurut Anwar
Ibrahim di Malaysia meskipun jumlah penduduk-
nya  600/o  adalah  pribumi  tetapi  kekuatan  eko-
nominya tidak sampan 200/o. Artinya, ketimpangan
ekonohi antar kelompok masyarakat masih sangat
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dominan.  Kemiskinan di Indonesia malah tidak
hanya berakar pada pilihan-pilihan politik yang
salah yang dilakukan pemerintah selama ini, tetapi

juga hilangnya kemampuan negara menentukan
prioritasnya  sendiri baal masyarakatnya.  Pemba-
ngunan  hanya  mampu  memberikan  pelayanan
kepada aparatur birokrasi dan kroni-kroninya.

Berbagal pendekatan telah dilakukan untuk
mengentaskan  masyarakat  dari  kemiskinan.
Bahkan untuk mengatakan orang itu miskin saja
banyak cara yang dilakukan. Badan Pembangunan
Pefserikatan Bangsa-bangsa (UNDP) mendefinisi-
kan garis  kemiskinan  sebagai orang yang bekerja
dengan pendapatan 2 SUS per hari atau, kalau de-
ngankurssaatinisekitarRp19.000.-Artinya,orang

yang pendapatannya  kurang dari itu termasuk
sebagai kategori masyarakat miskin.

BPS mendefinisikan grris kemiskinan darn
besarnya rupiah yang dibelanjakan untuk meme-
nuhi  kebutuhan  konsumsi  setara dengan 2100
kalori per kapita per hari.  Ditambah kebutuhan

pokok lainnya seperti sandang, perumahan, pen-
didikan, dan bahan bakar. Sedangkan pendekatan
kemampuan  dasaf melihat kemiskinan  scbagai
keterbatasan  seseorang dan  keluarganya untuk
menjalankan  fungsi minimal  dalam lingkungan
kemasyarakatan. Keterbatasan kemampunn dasar
ini  menyebabkan  terhambatnya  seseorang dan
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keluarganya untuk hidup sehat dan berkesempatan
terlibat dalam pengambilan keputusan, bahkan
untuk menentukan pilihan pribadi.

Kembali ke Program  K2I  di Riau maka
yang perlu  dipeftanyakan,  pertama  khususnya
dalam upaya pemberantasan kemiskinan adalah
dari mama program tersebut beftitik tolak. Setelah
itu baru ditelusuri apakah prograni dan proyek-
proyek yang diancang dan  diimplementasikan
sesual dengan tempat beapijaknya dan berapa hasil

yang akan mampu dicapal sehinggr pada tahun-
tahun berikutnya bisa berubah tempat beapijak dan
berubah pula prioritasnya.

Kalau diamati hasfl tahun 2004 ternyata
berdasarkan  ukuran BPS  di  Riau terdapat per-
tambahan jumlah masyafakat miskin dan naiknya

jumlahpengangguran.Dalamberbagalkesempatan
Pemerintah Provinsi Riau memang baru menca-
nangkan akan adanya Program K2I dan implemen-
tasinya baru akan dimulal tahun 2005. Ini berarti
untuk tahun 2004 jangankan menikmati hasil yang
nyata dari pengentasan kemiskinan, programnya
saja belum ada dan baru sedang diancang untuk
dilaksanakan. Padahal dari satu sisi dinamika yang
tefj adi di masyarakat sangat kompleks dan berputar
dengan  cepat.

Pertanyaan yang munglin diajukan adalah
apakah tahun 2005  ini  sudah akan ada program
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pengentasan kemiskinan yang benar-benar berakar
padapersoalanmendasaryangdihadapimasyarakat
Riau? Dari mana Program K2I akan dimulal dan
dari pendekatan mana akan beapijak? ]ika diamati

apayangdiancangPemerintahRiaudalamRAPBD
2005, maka isu K2I nampaknya hanya sekedar cara
untuk mengelompokkan proyek-proyek  dalam
ketiga  kategori itu.  Sangat tidak teflihat  adanya
kesatuan  program  antar  dinas  instansi  dalam
menanggulanal yang namanya kemiskinan. Aspek-
aspek yang  selama ini  menjadi  penyakit  dalam

penyusunan anggaran pemerintah seperti jov4rfe-zfp,
proyek "jadi-jadian'',  dan proyek yang tidak me-
miliki dasar berfikir loads, masih  tetap  mewarnai
RAPBD  2005.

Orientasi  strategi  pembangunan  yang
mengarah pada pembefantasan kemiskinan dan
kebodohan di dalan RAPBD saja tidak tercermin
secara substansif, koordinatif, dan runtut. Masing-
masing dinas masih sibuk dengan ego sektoralnya
dan berebut mendapatkan anggaran yang besar
meskipun dalan kenyataannya belum tentu dapat
dilaksanakan.  Pendekatan  proyek untuk keun-
tungan  sendiri  masih  lebih  dominan  terlihat
ketimbang menganggarkan  dana  untuk upaya-
upaya  konkrit  menanggulangi  kemiskinan  dan
kebodohan.

Di RIau sebenamya persoalan kemiskinan
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tidak jauh berbeda dengan persoalan kemiskinan

yang terjadi di Indonesia. Masyarakat mislrin pede-
saan maupun yang perkotaan memiliki persoalan

yang kompleks dan berbeda satu sama lain. Untuk
itulah menurut Arne Bigsten dalam sebuah tulisan
be;rfudnd Kemishinan, Ketimapangan  dari Pembangundn,
untuk orang miskin di pedesaan faktor terpenting
yang diidentifikasi adalah akses untuk mendapat-
kan lahan, pengetahuan, dan kredit.  Untuk itu,
kebijakan harus diarahkan pada pemberian saluran
untuk memperoleh hal-hal tersebut secara mudah
dan terkendari. Sedang baed masyarakat mislin di

perkotaan  strategi membuka peluang kerja  dan
peningkatan produktivitas  serta akses yang lebih
mudah pada berbagal fasilitas umum dan mem-

peroleh perumahan yang layak merupakan faktor
penting dalam menyusun orientasi program dan
strateal pembangunan.

Beberapa  hal  penting yang tidak  boleh
lepas  dari upaya-upaya pengentasan  kemiskinan

perlu menjadi  dasar penyusunan  program  dan
proyek pembangunan.  Pc#zzercz,  kesempatan  kerja
produktif  bagi  kaum  miskin  harus  ditumbuh-
kembangkan  secara jelas  dan terukur.  Untuk itu
dana-dana publik harus  diarahkan pada program
yang mampu  menciptakan  peluang usaha  dan
membuka kesempatan  kerja.  Kcc7z#, peningkatan
investasi di sektor pertanian tradisional dan indus-
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tri hilirnya.  Pemerintah harus membuat program
yang mampu mengundang investor untuk melabur
padaindustrihilirprodukpertaniandenganpenye-
dianinfrastrukturyangmemadidanberkesesuaian.

Ke/zgz7,  menghapus  segala  hambatan  yang
mungkin timbul baal kelancaran dinamika usaha
ekonomi masyarakat. Perda maupun berbagal ke-
tentuan lainnya  harus  dihapus  kalau itu  malah
mengganggu aktivitas dan perkembangan ekonomi
masyarakat. Walaupun pada kenyataannya Perda
tersebut melahirkan PAD baal daerah yang ber-
sangkutan. KGe¢cz/, mengembangkan fasihitas dan

pelayanan  yang  makin  memadai  bagi  sektor
informal yang selama ini sudah amat berjasa dalam
menyediakan kebutuhan pokok rakyat.  Berpijak

pada keempat faktor penting tersebutlah  semua
program pengentasan kemiskinan harus  disusun
dan dianggarkan dalam APBD sehingga K2I tidak
hanya sekedar menjadi pepesan kosong belaka..
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TAK  LAPUK  DI  HUJAN,

TAK  LEKANG  DI  PANAS

NIacanapembagianHasilsDARIau)

Wacana  mengenai  pembagian  hasil  sum-
berdaya  alam  kembali  menghangat.  Ke-

inalnan pemerintah Riau memperoleh baas hasfl

yang lebih besar sebenarnya merupakan tuntutan
yang wajar. Hanya saja keindnan tersebut, karena
datangnya  dari pemerintah,  beberapa  kalangan
merasa terkaget.  Perjuangan menuntut baal hasil
SDA sebelum ini memang merupakan milik ber-
sana masyarakat RIau.

Berbagai  komponen  masyarakat  Riau
sebelumnya bahu-membahu,  dan  bahkan  sampan
berdarah-darah untuk memastikan  adanya  kese-
riusan pemerintah pusat meneteskan kembali hasil-
hasil alam yang dieksploitasi di daerah. Perjuangan
tersebut dapat dikatakan berhasfl meskipun belum
memuaskan masyarakat daerah. Lahimya UU No.
22/1999  dan  No.  25/1999  memberi  peluang
kepada daerah untuk berkembang secara otonom
dan mendapatkan sebahaedan kecil dari hasfl SDA

yang dikuras  di wilayahnya.
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Setelah berjalan selama tiga tahun ternyata

dari dana yang demikian besar ditemukan adanya

penggunaan-penggunaan  yang menurut analisa ,
beberapa kalangan  sangat tidak bermanfaat dan
bahkan sarat dengan KKN.. 0leh karenanya ketika
pemerintah RIau mengajukan tuntutan 40°/o baal
hasil SDA timbul pertanyaan, Apakah ini meru-
pakan perjuangan untuk kepentingan rakyat atau
mengorbankanmarwahdaerahinidanjatidrianak
Melayuuntukmemenuhiambisi-ambisipribadidan
kelompok serta memuaskan kepentingan  sesaat
parapolitisidanaparaturbirokrasidaerah?Apakah
tidaklebihbaikmemfokuskanperhatianuntukme-
nangani persoalan-pefsoalan krusial yang dihadapi
rakyat Riau ketimbang harus berdarah-darah laal
memperjuangkan baal hasil yang lebih besar?

Ada juga yang menilal ini hanya  sekedar
wacana untuk mengalihkan isu dan perhatian mas-
yarakat dari ketidakberdayaan memperbaiki tata-
nan kehidupan masyarakat RIau  saat ini  seperti
maraknya judi, kelangkaan minyak tanah, mahal-
nya biaya pendidikan, kelangkaan gula, dan lain-
lain. Rakyat bahkan belum melihat apalagj mema-
hami program konkrit pemerintali untuk kepen-
tingan kesejahteraan mereka melalui perencanaan
dan implementasi program pembangunan yang
transparan,  akuntabel, hohstik dan berkesinam-
bungan. Pembangunan jangan laed sekedar pidato
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dan bualan kosong belaka.
Sekarang muncul pula adanya gejala me-

manfaatkan  fenomena tuntutan pembesaran baal
hasil  SDA  untuk  kepentingan  permainan-

permainan politik yang tidak bersentuhan dengan
substansi tuntutan itu sendiri. Termasuk kekhawa-
tiran terhadap para petualang yang inctn mencari
keuntungan dengan menekan berbagal perusahaan
di Riau atas dalih perjuangan pembesaran baal hasfl
SDA. Entah harus berapa banyak jalan protokol
yang harus ditutup hanya untuk mendirikan posko-
posko relawan yang akan bergabung merapatkan
barisan menuntut bad hasil SDA yang lebih besar
baal RIau.

Suasana  psikologis  masyarakat  dalam
menuntut baal hasil SDA dulu dengan  sekarang
memang jauh berbeda.  Pada  saat awal reformasi
suasana moral masyarakat belum  terkontaminasi
oleh adanya perilaku-perhaku birokrasi dan leads-
latif di Riau yang terkesan kurang optimal meng-

gunakan dana tersebut untuk kepentingan kese-
jahteraan masyarakat.  Masyarakat ketika itu bulat
suara untuk menuntut pemerintah pusat karena
kesanaan tujuan dan kepentingan.  Kini,  setelah
memperoleh baal hasil SDA selama empat tahun
terakhir masyarakat memiliki beragan penafsiran.
Tidak  ada yang  tidak  setuju  tentunya  bila  Riau
memperoleh bahaalan yang lebih besar.  Namun,
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di balik semua itu yang terpenting akankah uang
yang kian besar itu hanya menyuburkan KKN dan
memperkaya raja-raja kecil di daerah. Rakyat tetap
saja menderita, termarSnalkan,  dan bahkan kian

patah arang melihat perilaku birokrasi dan anggota
DPRD yang hanya mengedepankan kepentingan-
kepentingan  kekuasaan  dan  kekayaan  pribadi
mereka.

Mengapa masyarakat RIau harus menuntut
baal  hasil yang lebih  besar  terhadap  SDA yang
dikuras di wilayahnya? Sebagai wilayah yang ber-
hadapan langsung dengan pusat dinamika global
(Singapura, Malaysia, dan Hongkong) rakyat RIau
harus memiliki kemampuan untuk hidup berdam-

pingan dan  sahng menalsi  satu sama lain dengan
pusat-pusat perubahan  tersebut  dengan  tetap
menjaga identitas  dan integritasnya sebagai Puak
Melayu yang madani.

Dalamkeranghaitumengandalkankemam-
puan sumberdaya manusia pada sesi/jangka pen-
dek  sangat tidak memungkinkan. ]ustru upaya-
upaya me-ex#/zf-kan  SDM merupakan  salah  satu
misi penting baal tercapainya Visi Riau 2020. Satu-
satunya jalan adalah menggunakan ketersediaan
sumber-surnber alam sebagal basis pemberdayaan
SDM.Waktuyangtersediauntuliturelatihpendek
menalngat  sis.a dan umur ketersediaan  SDA itu
sendiri sudah malin menipis dan menyempit.
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Depresi SDA yang demikian besar yang
bersumber dari eksplotasinya di Riau telah menim-
bulkan pula dampak-dampak lanjutan yang ber-
antai. Kehilangan isi hutan ¢ayu, rotan, dll), perut
bumi (ininyak, gas, dan hasil tambang lainnya), dan
kemurnian air toencemaran, dll) telah menimbul-
kan masalah-masalah lanjutan yang sangat menye-
ngsarakan rakyat Riau.  Pengorbanan yang telah
diberikan  masyarakat  RIau untuk  kepentingan
membuat Indonesia ini masih  ada  dalam  peta
dunia tidak cukup sebenamya diukur hanya dengan
sejumlah dana dari bard hasfl SDA.

Pengorbananitunilainyajauhmelebihidari
apa yang masih munglin diterima Riau dari pem-
besaran baal hasil SDA  sampal  100°/o pun.  01eh
karenanya, permintaan untuk mendapatkan baal
hasilSDAyanglebihbesarhanyalahuntukmemas-
tikan  agar  upaya-upaya  memberdayakan  mas-

yarakat  Riau  memang  dapat  berjalan  secara
optimal. Kepedihan dari sadisnya penjarahan yang
tefjadi  selama ini tidak mungkin  terobati.  Pem-
besaran bahaalan Riau dari SDA yang dikuras di
daerahnya hendaknya dipandang  sebagai upaya
yang  dapat  menaikkan  kepercayaan  diri  mas-
yarakat Riau bahwa setelah SDA itu habis masih
tersedia kemampuan diri (SDM yang berkualitas)
untuk berdiri tegak sebagai Anak]ati Melayu yang,
"Takhan hpuk dele bujcm dari tdk lekang deh fiarlas."
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Pada  sisi  lain,  fakta yang terjadi  di Riau
bukan laal merupakan persoalan kecfl.  Terdapat
sebanyak  35.000  ofang lulusan  SD  yang  tidak
melanjutkan  sekolah ke tingkat yang lebih  tingal
setiap  tahunnya.  Hanya  loo/o lulusan  SIJTA yang
mampu  melanjutkan pendidikan  ke  perguruan
tinggi.  Membengkaknya pengangguran  sebagai
imbas  dari  migrasi  penduduk yang berlebihan.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2003
hanya  54,870/o.  Dari  jumlah  tersebut  sebanyak
6,67°/o merupakan pengangguran murni (##ez¢/ojJ-
Az7e#j. Angkatan kerja yang bekeja hanya 48,20°/o
dimana73,51°/odiantaranyasebagaipekerjapenuh

grz;// cap/ojJerc#j)  sedangkan yang setengah menga-
nggur mencapal 26,49°/o atau sebesar 12,77% dari
total penduduk berumur sepuluh tahun ke atas.

Ditambah  dengan  jumlah  penganggur
murni,  maka total pengangguran  di Riau tahun
2003  mencapai  19,44°/o  dari  jumlah  penduduk
berumur sepuluh tahun ke atas. Beban penduduk
inimakinberatjikadimasukkanmerekayangbukan
angkatan  kerja yang hanya beaprofesi  sebaed ibu
rumah  tangga  saja  yang  jumlahnya  mencapai
22,060/o  serta penduduk umur sepuluh tahun ke
atas  yang masih  sekolah  (¢#g#Jz.#g "4oo4  sebesar
20,41°/o.  Ironisnya lagi,  ternyata 47,720/o pekerja
RIau menggantungkan  hidupnya di  sektor per-
tanian. Sebanyak 28,92°/o di antara mereka adalah
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berusaha sendiri (fGor cap/ojG¢ dan 10,87°/o sebagal

pekerja tidak dibayar  (#¢¢z.J evo4c¢.
Penanganannya  membutuhkan  sumber

dana yang tidak sedikit. Pada tahap awal haruslah
ada  kontrak moral yang jelas  bahwa menuntut
bahaalan yang lebih besar dari hasil SDA Riau
hanyalah untuk penggunaan yang berkait dengan
perbaikan  kualitas  SDM.  Meskipun  tidak akan
panen dalam jangka pendek investasi sumberdaya
manusia  mutlak  dilakukan,  seperti  perbaikan
pendidikan, pembimbingan, kesehatan, dan per-
baikan  ekonomi  keluarga.  Harus  diharamkan
penggunaan dana untuk pembangunan kantor-
kantor pemerintah, mobfl-mobil pejabat, rumah-
rumah  dinas,  segala  "tetek-bengek"  tunjangan
anggota dewan. Apalagi untuk studi banding di
dalam  negeri  dan  ke  mancanegara.  Termasuk

proyek-proyek mercusuar  dengan  segala  dalih
pembenarannya..



ARANG  HABIS,  BESI  BINASA

(MengukurKeberhasilanpelaksanaanpembangunandiRIau)

Ketika  melakukan  penandatanganan NotaKesepakatan Arah Kebijakan Umuni (AKU)
APBD Provinsi RIau Tahun Anggaran 2005 antara
DPRD  dan  Gubernur Riau,  kedua petinggi ini
melontarkan pernyataan yang  sangat  menarik.
Ketua DPRD  RIau mengungkapkan bahwa Pro-
gramPembangunanRiauakandifokuskanpengen-
tasan  kemiskinan,  kebodohan,  dan  penyediaan
infrastruktur.  Adapun  standar keberhasilannya
akan  diukur lewat  kondisi yang terjadi  di  mas-
yarakat.  Sedangkan gubernur dalam  kesempatan
itu juga mengulas  bahwa tidak mungkin budaya
instan dipergunakan untuk mengukur keberhasilan
sebuah pembangunan  (R;.¢¢ Pot,  17-8-04).  Harus
ada proses yang tidak sekedar lansung jadi, seperti
sulap. Harus ada perubahan peulaku prituk men-
jadi masyarakat yang  siap  mendukung kebijakan
pemerintah  secara bersama-sama.

Tidakperlukiranyadidiskusikanpemyataan-

pemyataan  tersebut,  apakah  masih dalam para-
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digma baru pembangunan masyarakat yang seha-
rusnya dilakukan saat ini. Niat baik untuk memiliki
standar ukuran yang jelas dalam mengukur keber-
has flan pembangunan  sudah merupakan langkah
besar.  Selama  ini  pertanggungjawaban  admi-
nistratif lebih mengemuka yang dilakukan peme-
rintah  ketimbang  hasil-hasil  logis  yang  dapat
dinikmati  masyarakat.  Rakyat  tidak  akan  serta
merta  mendukung  pemerintah  bila  apa  yang
dilakukan pemerintah bukan merupakan upaya-
upaya konkrit untuk mensejahterakan pemerintah.

Dalam  domain gooc7 go„cr#4#ce pemerintah
bukanlah orang serba paharn dan serba bisa. Peri-
laku  masyarakat  yang  siap  mendukung  tidak
berpunca dari pihak pemerintah saja. Rakyat selaku

pemberi amanah memiliki hak dan kewenangan
untuk  menentukan  sikap  yang  berbeda  jika  ia
menilai  apa  yang  dikerjakan  pemerintah  bukan
sesuatu yang layak untuk mereka  terima.  Peme-
rintah adalah fasihtator pemenuhan kepentingan-
kepentingan rakyat yang tidak munglin dikerj akan
secara  individu.  Pemerintah  adalah  pelaksana
regulasi yang disepakati rakyat agar lalu-lintas Jo#.cgiv
dan P„."zz/e JccJor terjamin kelancarannya dan tidak
saling mengeliminir satu sama lain.

Dalam pengukuran keberhasilan pemba-
ngunan yang dipercayakan rakyat kepada aparatur

pemerintah dan dalam pengawasan wakil-wakilnya

EZI



Pendq;ngunanT:RgneddalanKquialanBndeyaMedyu
-`         -,,-   '/,,.''                '         -,,-..,-,         /,",/        -=~                                                 ,,,//,/,''-                               ,~ ,,,,, //    ,,.---                 A,-,/,-:i .--.                '.

di DPRD  berbagai kriteria dapat saja digunakan
asal  memang  dapat  diterima  secara  umum  dan
dalam  kerangka  acuan  yang  jelas,  terukur,  dan
teruji.  Para ahli yang mengupas  tentang pemba-
ngunan  telah  banyak menguraikannya.  Sumitro
Dj oj ohadikusumo dalam buku berjudul D¢J¢r Tco#.
Ekoriomi  Pertumbuban  dari  Ehoriomi Pembangunan
menyatakanbahwapembangunanmengandungari
yang sangat luas. Pembangunan merupakan suatu
transformasi  dalam  arti perubahan  struktural.
Dalam kaitannya dengan ekonomi maka pemba-
ngunan  merupakan  perubahan  dalam  struktur
ekonomi masyarakat yang merupakan perubahan
pada perimbangan-perimbangan  keadaan  yang
melekat pada landasan kealatan ekonomi dan ben-
tuk susunan ekonomi.

Arief Budiman dalam buku berjudul  Tco~.
Pc"4z7#gz/#¢# Dz/#z.a KG#giv mensitir perbedaan  arti

pembangunan  di Indonesia.  Sebahagran  menya-
takan bahwa pembangunan sebagal usaha mema-

jukan  kehidupan  masyarakat  dan  warganya.
Namun bad sebahaedan orang pembangunan yang
dilaksanakan pemerintah adalah malapetaka yang
mendamparkan  hidup  rakyat.  Akibat  adanya
pembangunan rakyat harus tergusur, tertindas, dan
dimargivalkan.  Untuk sebuah pembangunan me-
reka harus kehilangan kesempatan untuk menik-
mati berkah alam semesta. Pembangunan akhirnya
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didefinisikan  sebagai penggusuran, pengungsian,
dan pemaksaan kehendak pemerintah.

Untuk memaknai  pembangunan  secara
benar maka pendekatan penting yang dilakukan
adalah  mengukur  keberhasilan  pembangunan
secara komprehensif. Arief Budiman memaparkan
lima hal yang harus dijadikan ukuran keberhasilan

pembangunan.  PG#z7er¢,  pertumbuhan  ekonomi
yang tinggr.  Secara tekhnis diukur dengan GNP
dan GDP.  Kcc7zf¢, pemerataan yang menunjukkan
tidak adanya perbedaan yang mencolok keadaan
seseorang dengan orang lain, wilayah satu dengan
wilayah  lainnya.  Kczzgc7,  kuahtas  kehidupan  yang
diukur melalui usia harapan hidup, kematian bavi,
dan melek huruf  dan pencerdasan masyarakat.
KCGz¢c7/,  berkaitan  denga  kerusakan  lingkungan
dimana pembangunan diwajibkan untuk meme-
lihara  kelestarian  alam  sekitar.  Kc/¢.Aer¢,  keadilan
sosial yang mdiputi tidak saja secara  statis tetapi

juga hubungan antar masyarakat secara dinamis.
Lantas  dengan  melihat fakta-fakta yang

terjadi  sekarang dikaitkan dengan berbagal tolok
ukur tersebut sudah berhasilkah pembanguan kita?

]awabannya  sangatlah  beragam.  Namun,  bila
mengamati antrian panjang ibu-ibu untuk mem-
peroleh minyak tanah tidaklah  sulit kita menga-
takan bahwa ketimpangan ekonomi yang terjadi
masih  sangat  tinggi  dan  pembangunan  aspek
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pemerataan dengan sendirinya gagal dilaksanakan.
Ditambah laal dengan masih besamya jumlch mas-

yarakat yang makan nasi campur ubi kayu, bahkan
Balita KEP masih saja menggelantung di dada ibu-
ibu beralzi buruk. Dalam bidang pendidikan ter-
nyata  data  yang  diungkap  oleh  Kepala Dinas
Pendidikan  Riau tidaklah  dapat mencerrinkan
sebuah kebefhasilan pembangunan.  Sekolah  saat
ini baal sebahaalan masyarakat merupakan sesuatu

yangsangatmahal.]arangakankitadengarseorang
anak  tukang  sapu  jalan  mampu  menamatkan
perguruantingctkarenauntukmasukkeperguruan
tingal memerlukan biaya yang tidak kecfl.

Pendidikan yang diselenggarakan  swasta
hanya membantu menyediakan lembaga pendidi-
kan  alternatif.  Mutu  pendidikan  masih  sangat
tertinggal kecuah pada sekolah-sekolah yang ber-
tarif  tingal.  Sekolah negeri banyak yang dikelola
asal  jadi.  Biayanya pun  tidak  tergolong murah.
Banyck cara yang dilakukan sekolah untuk meng-

grogoti kantong wan murid. Komite Sekolah yang
dibentuk bukannya meringankan  beban, malah
mereka lebih  berfungsi  melegitimasi pengelola
sekolah membebani biaya macan-macam kepada
muridnya.

Di  sisi lain  ternyata  sampai saat ini mas-
yarakat belum mampu menikmati air bersih secara
baik dan  merata.  Listrik hidup-hidup  mati dan
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bahkan sudah cenderung mengakibatkan kerusa-
kan  kepada  berbagai  peralatan  rumah  tangga
masyarakat. Di tengah-tengah kegelapan malam itu
maling pun makin menjamur.  Keamanan masya-
rakat sangat terusik. Di siang bolong pun rampok
merajalela. Kuahtas kejahatannya makin tingd dan
senjata yang digunakan juga malin cangrih.

Nyata sekali perbedaan antara si kaya dan
si miskin. Tidak sedikit seminar dan I/#/Govc#/ yang
dilontarkan pada si miskin, tetapi kehidupan rakyat
jelata belum juga mampu dientashan dari kemiski-
nan itu.  Mereka dikejar-kejar oleh aparat kafena
"korupsi" menggunakan badan jalan untuk ber-

jualan.  Padahal  aparat yang memporak-poranda
gerobak itu  adalah  mereka-mereka yang meng-
korupsi  pembangunan  jalan.  Lingkungan  rusak
berat  sementara  perusaknya  justru  mendapat
fasilitas-fasiltitas  dari  pemefintah.  Rakyat yang
sudah  sengsara  menampik  dampak  kerusakan
lingkungan  malah  disalah-salahkan.  Kesinam-
bungan pembangunan bukannya diflkirkan tetapi
malah  dirusak  oleh  keinginan-keinalnan  jangka

pendek.  Dana reboisasi malah  dikorupsi dengan
dalih yang tidak dapat diterima akal sehat.

Sementara itu,  ditinjau dari  aspek peme-
rintahan yang bersih  dan berwibawa makin ter-
ungkap  bahwa  justru  pembersih  malah  yang
berbuat  tidak  bersih.  Terkait  dana  Parpol  22
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pejabat di Kampar diperiksa. Anggota DPRD di
berbagai kabupaten mulal terungkap permainan-

permainan  curangnya  dalam  menyusun  dan
menggunakan  uang rakyat.  Kepercayaan  yang
diberikan rakyat justru dibalas  dengan penipuan-

penipuan terhadap rakyat. Apakah itu dengan nama
dana p,urna bakti, tunjangan baju, tunjangan kese-
hatan, dan setumpuk pembenaran lainnya. Ironis-
nya last,  ternyata  30 wajib  pajak RIau terancam
disandera  karena  lalai  melunasi  kewajibannya.
"J4rz7#g 4¢4z.J 4GJ7. ¢z.#4jiJ ' merupakan perumpamaan

yang mungkin  sangat relevan untuk menggam-
barkankeadaantersebut.Sekarangtinggalmeminh,
akan dibiarkankah keadaan tersebut terus berlang-
sung atau memang kita harus berubah bersama?!.
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(Memanfaatkan Momentum Reformasi untuk RIau Baru)

Pembangunan  daerah di Riau pada  mulanya
menjadi harapan yang menggunung dari se-

genap  masyarakat.  Setelah  sekian  lama  tidak
mampu mendudulckan putra daerah menj adi orang
nomor satu di Tanah Melayu, akhirnya Saleh Djasit
duduk  sebagai  Gubernur  Riau  menggantikan
Soeripto.  Ketika itu  semua orang menggantang
harap  akan  kembalinya  kejayaan  Puak  Melayu.
Inilah sebuah momentum yang sangat berharga dan
menjadi salah satu tonggak bad bergemanya kem-
bali marwah anak jati Riau. Kesempatan ini dapat
dimanfaatkan untuk menghela sejumlah masyara-
kat Riau keluar dari kungkungan kemelaratan yang
membelenggunya.

Beriring dengan itu reformasi pun meng-

gema  di  Indonesia.  Soeharto,  setelah  bercokol
demikian lama di Indonesia, berhasfl dilengserkan.
Meskipun  antek-anteknya  masih  bermain  dan
rezimnya tak mungkin dikikis secara tuntas dalam
waktu singkat namun suasana telah mulai berubah.
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Pemerintahan yang semula sangat represif mulai
menunjukkanadanyaperkembanganpernik-pernik
demokrasi.Inimerupakanmomentumyangsangat
berharga baal RIau.

Di bawah rezim represif yang dikomandoi
Soeharto  dan  anak-anaknya Riau  selalu dijadikan
ajang perburuan.  Betapa banyak sumber-sumber
Riau yang dihisap hanya untuk kepentingrn kroni-
kroni mereka.  Rakyat RIau bukan  saja  tidak me-
nikmati  dari  apa  yang  dieksploitasi  di  sekitar
mereka,  bahkan  dampak negatif dari eksploitasi
itulah  yang  mereka  rasakan.  Bak  kata  pepatah
"Orangjangmahonriang/hoanalejatiMelayMFliauyang

¢crge/z.AVcz#g gc/zz4#ji#''.   Setelah rezim tersebut mulal
lunglai dan wacana baru menguak, maka terbuka

pula satu pintu bagr RIau untuk merebut kembah
hak-hakmereka.Meskipuntidakterlalubesarcelah

yang terbuka, nanun gerbang ini sebenamya lebih
dari cukup baed Riau untuk keluar dari ruang gelap

yang  selama  ini  meliputinya.  Ada  laluan  yang
seharusnya mampu dijadikan liang menjulurkan
badanguntukbemapasdanlegadiruangyanglapang.

Kejatuhan Soeharto diikuti pula oleh per-
gantian  kepemimpinan  nasional yang berjalan
cepat. Habibie hanya mampu bertahan sementara,
laluGusDurpunterdepakdalamwaktuyangsing-
kat.  Kepemimpinan  dilanjutkan  oleh Megawati
yang juga masih belum tentu bisa lama bertahan.
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Namun  sederas  apapun  pergulatan  politik  di
tingkat nasional ada buah manis yang dapat dipetik
daerah.  Desakan untuk melepas belenggu sistem

pemerintahan  yang  sentralistik  ternyata  sangat
kuat  dan  pada  akhimya  membuahkan  hasil.
Diundangkannya UU No.  22/1999  dan No.25/
1999  merubah  mekanisme  pemerintahan yang
berlaku di Indonesia. Era ini lazim disebut sebaed
era Otonomi Daerah. Riau yang selama ini tidak
memperoleh baalan dari sumber-sumbef alamnya
dalam era otonomi ini mendapat baSan yang dapat
dikatakan relatif memadal. Meskipun di sana-sini

pemerintah  pusat masih  saja mencekoki baedan
yang seharusnya  diterima  Riau, namun berkah
otonomi  cukup  lumayan untuk dijadikan bekal
berlari  mengejar  ketertinggalan  sehingga  mas-

yarakat tidak laal tertindas oleh pergerakan zaman.
Tiga  momentum di  atas  yang bergelora

dalam skala nasional merupakan peluang yang amat
berharga dan dapat dipastikan memberikan man-
faat yang besar bila pandal menggunakannya. Di
luar  itu,  dalam  skala  regional,  baik ASEAN
maupun  ASIA-PASIFIK  pergerakan  ke  arah
perbaikan  ekonomi  dan  politik  menjadi  pen-
stimulus  berjalannya  ekonomi  Riau  secara  riil.
Singapura dan daratan Asia Timur mulal meng-
geliat  dan  berimbas  pada  terbukanya  peluang
ekonomi whayah lairmya.
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Pada dasarnya era sekarang adalah era yang
dapat dijadikan  tonggak awal  baal  kebangkitan
Riau ke  depan.  Kinilah  saatnya menyusun anca-
ngan dan memadukan langkah untuk menegakkan
"bendera" marwah, kalaupun tak inaln dikatakan

sebagal "Bendera RIau Merdeka''. Keluar dari jerat
kemiskinan dan keterhimpitan bukanlah pekerjaan

gampang.  Tidak  semudah  membalik  telapak
tangan.  Harus  disusun  cara yang bernas  untuk
sampai  kepada  tujuan yang disepakati  bersama.
Pada  tahap  itu  sebenarnya  sangat  diperlukan
kehati-hatian dan kearifan dalam mengunpulkan
semuakekuatandanmenggunakannyapadabidang
yang tepat. Hal ini pending bfla tidak inSn peluang
itu terbang tak berbekas. Sudahkah Riau memulai

pembenahan tentang itu?
Pada taraf perencanaan nampaknya Riau

berangsurmenapak.RakyatmelaluiDPRDdengan
usulan  pemerintah  telah  mampu mensepakati
kemana bahtera hendak dibawa.  Visi Riau 2020
bergema ke  seluruh pelosok kampung. Ada misi
dan strateS yang mengrfugnya. Berlch otonomi
dilansir untuk memberdayakan masyarakat lapis
bawah yang dikategorikan rakyat miskin. ]um-
1ahnya  di RIau  tidak tangung-tanggung.  Sampai
tahun2002masihmencapai42,7%.Berbagalprog-
ram ditaja untuk itu.  Setiap kabupaten berbenah
untukmencarisesuatuyangterbalkbaSdaerahnya.
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Itulah impian dan harapan semula. Tapi, apahah
yang terjadi di lapangan sesuai dengan mimpi itu?

Beberapa pernik yang terkuak nampaknya
se;pewi, "Jamb Pangflang deri  apt."   M!orneatirm can
harapan tidaklah  dimanfaatkan  sebagai tonggak
mencapai  keberhasilan.  Para wakil  rakyat yang
mengemban amanat reformasi lebih  disibukkan
untuk memperbesar gaji dan tunjangannya. Lebih

parah lagi mereka malah  sibuk terlibat dengan
berbagal kectatan proyek pemerintah yang pada
dasamya adalah merupakan apa yang seharusnya
mereka basmi. Di tingkat kabupaten hal ini malah
dilakukan  dengan  cara-cara yang sudah  sangat
kasar. Pada akhirnya yang muncul adalah kongka-
lingkong antara eksekutif dan leedslatif yang satu
di antara mereka saling mengivtai.

Pada tingkat masyarakat puak-puak men-
jadi baedan yang terpisahkan  dan  satu  sama lain
tak hendak dirangkai menjadi kekuatan yang lebih
besar. Kepri tak laal mau ditautkan dengan dara-
tan. Sementara itu di wilayah pesisir dikumandang-
kan pula keinalnan untuk berceral  dengan usul
membentuk Provinsi Riau Pesisir. Meski tak lari
dari kata Riau,  tetapi keinginan  untuk bersama
dalam lingkup RIau itu sendiri nanpalmya terbural
dan terungkal oleh sesuatu yang masih kabur kebe-
radaannya.  Ini tentunya bukan momentum yang
sesungguhnya yang dapat dimanfaatkan  untuk
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kepentingan  anak jati Melayu.
Banyak budak Melayu saat ini yang mulal

sensitif terhadap perbedaan, tetapi tidak pula kon-
sisten terhadap  kebersamaan.  Sebaliknya banyak

pula yang mengunandangkan kebersamaan, tetapi
lebih banyak berbuat untuk mengentalkan per-
bedaan hingga tak ada tuas  untuk saling berkalt.
Sangat malu  bila  dinyatakan  bahwa  masyarakat
MelayusepertimemanjatPohonPinang.Tapi,tidak

pula dapat dipungkiri bahwa memang masyarakat
MelayutidaklchsepertiRumpunBambuyangtegak
sahag menunj ang.

Ada  apa  dengan Riau? Inilah pertanyaan
yang kiranya perlu  direnungkan bersama.  Mum-
pung film j4dc7 j4p¢ c7G#gzz# Cz.#/zz   L242DC/ laal laris
di pasaran maka pertanyaan yang sama tentunya

patut diajuhan pada segenap lapisan budak Melayu
Riau.  Ini pending untuk mengungkitkan  kembali
kesadaran bersama bahwa sesungguhnya kita perlu
memanfaatkan berbagai momentum  di  atas.  Pe-
luang tidak mungkin datang dua lali dan kesalahan
menggunakankekuatanuntukmenangkappeluang
itu hanyalah kesia-siaan belaka. Apalaal bukannya
menyusun  kekuatan  untuk menangkapnya.  Me-
masuki era yang lebih sulit dua tahun mendatang

perlu kiranya segenap anak jati Melayu menanam-
kan tekad untuk berani mengakui kekurangan dan
dengan penuh kesadaran merangkal kebersamaan.
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]angan sorrl:pal orang buta dra holi kebilangan tongihot,
dan tah munghiMi dra kali |jisang berbuab. K!e; depan
adalah era kita dan jangan campakkan itu hanya
oleh kepentingan dan kenikmatan sesaat. Itu nama-
nya sarna dengan Narkoba. . .!!!.
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KANDANG  MUSANG

(Fenomena Pendirian Berbagdi Perusahaan di Riau)

S:La5a:ebme:anpgau:¥n:ayn¥a]nalu;::=:]fkoavnRIb:I
berapa perusahaan yang akan menjadi penopang
berkembangnyaperekonomiandiwilayahinidalam
era  otonomi  daerah.  Di bidang transportasi,  di-
kembangkan  wacana  untuk  mendirikan  R/.czz/
j4z.r/z.#c'.  Dalam  upaya  memupuk  modal  dalam
bentuk  investasi  asing,  digagas  pula  rencana
mendirikan  Rj.4z/  J#2Jerzerc#/  Corpor¢Jz.o#.  Khusus
untuk  membekap  permodalan  bagi  ekonomi
rakyat,  diancang pendirian perusahaan PG#727oc7¢/4#
E4o#ozz7z. R4/gr4/.  Sementara untuk mengantisipasi
berakhimyapengelolaanBlokCPP,makadidorong

pula lahimya R;.¢z/ Oz./ Coxp¢#/.
Dalamperspektifmanajemenpemerintahan,

seolah-olah Pemprov RIau ingin melakukan Rfz.#-
8;e#/z.#g Go"GrwG#/.  Sehingga,  berbagai  upaya pela-

yanan masyarakat mulai diserahkan pada pihak
ketiga (swasta). Instansi dinas atau badan yang ada
di lingkungan pemerintahan dikuranal perannya.
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Hal ini dilakukan karena instansi/dinas selama ini
cenderung  hanya  bersifat  cot/ cG#/gr,  boros,  ber-
indikasi  KKN  dan  lebih  dekat istilah  "proyek"
ketimbang pelayanan masyarakat yang optimal dan
eflsien.

Mewiraswastakan birokrasi memang meru-
pakan langkah penting dalam menghadapi per-
caturan global mendatang. Sebab, tuntutan kualitas
dalam dinamika masyarakat yang kian cepat dan
tanpa  batas (4o#Jc#"T) meningkat deras. Nampak-
nya Gubemur Riau tidak sabar laal dengan kinerja
aparat birokrasinya.

Gagasan pemberdayaan ekonomi rakyat yang
dikumandangkannya  sejak mulal  dilantik sampan
saat ini belum mampu ditindaklanjuti pada tingkat
implementasi program  secara memuaskan.  Ter-
ma'suk pemberian modal dengan dana murah me-
lalui alokasi APBD 2001 sebesar Rp 77 miliar sam-

pai  akhir November 2001, yang belum  menun-
jukkan  sebuah kemajuan program yang memang
dapat diandalkan untuk mengangkat kesej ahteraan
rakyat.  Untuk itulah mungkin diperlukan adanya

pengalihan ke pihak ketiga (swasta) agar program
pemberdayaan ekonomi rakyat ditangani  secara
profesional dengan mendirikan Perusahaan Pcrzco-
dalari Ehonomi Rakyat.

Pada bidang strateals lainnya seperti pener-
bangan tentunya sulit untuk dipercayakan penge-
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lolaannyasecaralangsungpadadinaspefhubungan.
Pengelolaan  migas  memang tidak mungkin  di-
serahkan pada Dinas Pertambangan, karena aturan
mainnyamemangmenghendakiadanyaperusahaan
swasta sebagal pengelola. Sedangkan dalam memu-

puk modal  asing  bagi  pengelolaan  sumberdaya
strategis  di  RIau  tidak  mungkin  berharap  dari
kemampuan Badan Promosi dan Investasi @P|).

Sebab instansi ini @PI), sebelumnya malah
tidak memfungsikan  diri sebagai lembaga yang
mengakomodir datangnya investasi. Ahan tetapi,
malah lebih dominan sebagal alat kontrol dalam
melakukan  investasi.  Bahkan,  terkesan  sebagai
salah satu faktor penghambat penanaman modal
dalam negeri dan asing karena perhalou birokratis

yang mereka  mainkan.  Ini  berarti,  pendirian
perusahaan  Rj.¢z/  J#„crz27e#/  Corpor¢/z.o#  menjadi
urgen adanya.

Kekhawatiran  akan  berkurangnya  fungsi
dinas/instansi  dari proses  swastanisasi  berbagai
bidang  kefja  mereka  tidak  perlu  dicemaskan.
Dalam  perspektif otonomi  daerah,  peran  dan
wewenang  dinas/instansi  di  tingkat  provinsi
memang sudah jauh berkurang.  Otonomi daerch
menitikberatkan  pelimpahan  wewenang pada
tingkat kabupaten/kota.  01eh karena itu,  fungsi
dinas/instansi tingkat provinsi hanya akan lebih
banyak sebagal koordinator dan mediator.
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Hal-hal yang befsifat pelayanan masyarakat
dan pengelolaan sumber-sumber ekonomi, sebaik-
nya  memang  diserahkan  pada  pihak  swasta.
Sehingga gubernur dalam perannya sebagal kepala
pemerintahan dan kepala daerah dapat lebih lincah
dan tidak "digandoli" oleh aparat birokrasi yang
besar, namun lembek dan tidak eflsien.  Banyak
bidangyangsebenamyadapatdialihkanpadapihak
swasta  seperti  pengelolaan  perdagangan,  per-
kebunan,pertanian,danpedengkapan-pedengkapan
rumah tangga.  Selama ini,  fungsi dinas/instansi
juga hanya sebagal pemegrng proyek,  sedangkan
pelaksananya sudah diserahkan pada pihak swasta.
Padahal seharusnya mefeka cukup sebagal penga-
was yang didasarkan pada standardisasi yang jelas
dan disepakati bersana. Dengan demikian kebo-
coran anggaran dapat dikuraned.

Bagaimanapun  balknya gagasan itu, pihak
DPRD selaku representasi rakyat juga harus wanti-
wanti dalam menvikapinya. ]angan  sampai pen-
dirianberbagaiperusahaaninimalahsepertiistlah,
"Mem|]erbe§ar  handang  m¢uJang  dan  mem|JerJempit

4¢#J4#g 4j/#er." Tidak jarang berbagai perusahaan
yang didirikan pemerintah hanya digunahan untuk
pengalihan  anggaran dan hasilnya malah mem-
bebani APBD. Di Riau, munglin hanya BPD RIau
saja yang sudah memberikan kontribusi kepada
APBD.  Perusahaan daerah lain sepertinya hanya
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"menyusu" saja pada pemerintah daerah.

Banyak hal yang harus  dicermati DPRD
dalammemberikanpersetujuanpenc]irianberbagai

perusahaan  dimaksud.  PGr/¢zgr¢,  bentuk  badan
usahanya  kalau berbentuk  Perusahaan  Daerah
(PD)  rasanya  akan  percuma,  sebab  kerjasama
dengan pihak asing tidak mungkin dilakukan. Hal
ini menalngat bentuk badan usaha tersebut tidak
dikenaldalamhukumdagangintemasional.Contoh
konkritnya, BPD RIau yang selana ini tidak bisa
menjadi Bank Devisa karena bentuk badan usaha-
nya masih  Perusahaan Daerah  a?D).  Sedangkan
untuk membentuk badan usaha Perseroan Ter-
batas a?I) masih terkendala akibat belun adanya
Perdayangmengaturtentangitu,yangdiselaraskan
dengan UU No 1/1995 tentang PT.

KeJzf¢,  fungsi perusahaan  dalam konstelasi

perbaikan kinerja birokrasi harus ditata sedenrikian
rupa,  sehingga  tidak mehimbulkan kesimpang-
siuran, khususnya dalam pengawasan  dan pen-
binaan. Dalan memperjuangkan marwah RIau saja,

pengaruh ini sudah dominan, apalaal nanti kalau
sudah ada "kue''nya. Harus ada aturan yang jelas
tentang siapa  dan  apa  tanggung jawab masing-
masing dalan perkembangan pengelolaan peru-
sahaan. Termasuk menentulan pemegang saham-
nya, karena akan terkait dengan lintas kabupaten.

Kc#4zz, pertanggungjawaban  anggaran.  Mo-
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dal dasar perusahaan tersebut akan menggunahan
dana publik (APBD). Harus jelas bagaimana meka-
nismenya  dan  sistem pertanggungjawabannya.
Termasuk hasil darn perusahaan tersebut dan dam-

paknya terhadap masyarckat, baik positif maupun
upaya mengantisipasi danpak negatifnya.

DPRD tidak bisa bersantai ria menghadap
persoalan ini. Mereka segcra harus membuat Perda
yang memungkinkan  daerah punya perusahaan
dalam bentuk PT, namun dapat dipertanggung-
jawaban kepada publik. ]angan sampal niat baik
mendirikanperusahaan-perusahaantersebuthanya
menyediakan kesempatan pada pihak-pihak yang
kurang bertanggung jawab "menjarah" RIau, tanpa
memberikan perlindungan dan perbaikan hidup
baal 43,60/o masyarakat Riau yang masih miskin
dan berada dalam kesuritan.

Perlu pula diingat bahwa krisis global kedua
diperkirakan  akan  melanda  dunia  pada  paruh
pertama tahun 2002. Indonesia diperkirakan akan
mengalami dampak yang cukup parah, dan RIau
tentunya tidak akan terlepas dari itu. Sepantasnya-
1ah  diambil  kebijakan,  yang  memang  strategis
untuk mampu mehndunal masyarakat dari hem-
pasan krisis..
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FIADA BURUNG  PIPIT

(Evaluasi Kinerja BUNID RIau)

M::¥::;::tiegaa:a:a:p:aykannygadrie#kandaGP;:
Dun  soal Blok CPP.  Meskipun  ada garansi  dari

presiden  untuk mendapatkan  modal,  termasuk
mengemis  keluar negeri.  Pengelolaan Blok CPP
oleh BIND menjadi tantangan yang cukup  surit
untuk dijawab. Pada satu sisi, tantangan itu dapat
menjadi sebuah perangkap yang akan menyudut-
kan  posisi  tawar-menawar  (4¢rg¢z.#z.#g Porz./z.o#)
daerah. Namun di sisi lain, daerah dapat menjadi-
kan  ini  sebagai  r/zzr/z.#g Poz.#/ untuk  menguasai
sunber-sumber ekonomi daerah secara lebih/zz.r.

Untuk mendapatkan rezeki minyak pada Blok
CPP,  pemerintah  daerah  harus  memhiki  sebuah
BUMD yang profesional di bidang usaha Migas.
Ini tentunya bukan pekerjaan yang ganpang baal
Pemda RIau. BuhD yang ada sekarang saja kon-
tribusinya  bagi  daerah  boleh  dikatakan  sangat
minim.Biladibandingdanayangdikeluafkanuntuk
membinanya, hasil yang diperoleh Buhm RIau,
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sangat  tidak  memadai.  Kontribusi  beberapa
BuhD Riau terhadap IIAD hanya sekitar  1,4°/o,
dan itupun 99°/o berasal dari BPD. Mencengangkan
sekali,  bila  sebuah  pompa  bensin yang  dikelola
BuhAI) hanya mampu menyurnbangkan Rp 24 juta
secara tetap  setiap  tahunnya.  Pengalaman buruk
kinerja BuhD selama ini akan menciutkan sema-
ngatdanoptimismemasyarakatmendapatkanBlok
CPP.

Gus Dun sepeftinya sangat paham dengan kon-
disi  tersebut. ]angankan  BUMD, pada  tataran
nasionalBUMNyangtelahdiberihsensimonopoh,
bahkan  tidak mampu  menunjukkan  profesio-
nahsmenya. ]adi, secara tidak langsung, Gus Dun
bag;@iharL "Mayttaphom makanan Enggarigfiade Seehor
8#"#g Pz¢z./."   Jangankan tertelan, terkunyah saja
mungkin tidak. Sulit baal Riau untuk melahifkan
sebuah BUMD  yang pfofesional.  Ketersediaan
SDM dapat saja diatasi dengan membentuk kon-
sorsium, tetapi nampaknya kondisi politik belum
menunjang untuk itu.

DPRD  sebagal representasi masyarakat Riau,
seharusnyamencermatiitupadatataranperundang-
undangan dan standar operasional yang dibuluh-
han untuk pengawasan. Sedangkan aparat birokrasi
Pemda  selayaknya melakukan konsolidasi kekua-
tan  searah dengan kebutuhan dan bidang bisnis
yang dikelola. Bfla kedua lembaga ini dapat men-
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sineralkan langkahnya, diharapkan lahirnya sebuah
institusi bisnis yang profesional yang dimiliki dae-
rah RIau. Bila sebaliknya, maka tidak akan pernah
ada  kesempatan  bagi  daerah  untuk  menguasai
sektor-sektor bisnis  strateals yang ada di RIau.

Ke depan, tentunya kondisi semacam itu tidak
dapat laal diabalkan. Ini menalngat bealtu banyak
SDA strateals yang dimiliki Riau.  Sejalan dengan

perkembangandemokratisasidanS]iranreformasi,
Riau harus  mempersiapkan BUMD yang profe-
sional.  Setiap  kabupaten  seyogyanya  tanggap.
Secaradiniharusdidatasumber-sumberyangdapat
dikelola  melalui  BUMD,  termasuk  SDA  yang
selama ini  dikelola asing,  agar diantisipasi kapan
kontrak kerjanya habis.  Selanjutnya, dapat digan-
tikan  oleh  BUMD  yang  telah  dibentuk  secara

profesional.
Pemupukan modal harus  melibatkan rakyat

dengan  menjual  saham  pada  rakyat  sampai  di

pedesaan.  Permodalan  kolektif  seperti  ini  akan
mampu membentuk akuntabilitas usaha yang lebih
transparan.  Pemda  harus  mampu memangkas
BUMD  yang  selama ini biasanya  cuma  "netek''.
Kemudian,  memilih yang terkalt dengan penye-
diaan kebutuhan pokok rakyat untuk tetap dibina
sebagal alat pemerataan.  Selanjutnya, baru mem-
bentuk BUMD  baru  pada  sektor-sektor bisnis
strategis.  Refofmasi  seperti  ini  sangat  mutlak

119



f ty¢a, Buncit gQedeky+

dilakuhan untuk menopang PAD.
Limpahan  dana  dari pusat,  sejalan  dengan

desantralisasi  flskal,  harus  dimanfaatkan  untuk
meningkatkan kemampuan daerah memperoleh
pendapatan dari sektor produktif dan terbaharui.
Menjadi aneh sekali bila di suatu daerah yang ber-
taburan danau-danau kecil tidak dapat dikonso-
lidasi terbentuknya BUMD  yang berbasis  mas-

yarakat yang mampu, mengelola usaha perikanan
darat sampal menghasilhan produk-produk lanju-
tannya seperti pakan temak, pengalengan ikan, dan
ekspor komoditi perikanan lainnya.

Di Kabupaten Rokan Hulu pernah din for-
masikan  terbuangnya  800  ton  jagung  petani
transmigranyangtidakbisadijualakibatrendahnya
harga jual. Kondisi ini tentunya sangat menyedih-
kan dan memprihatinkan. Bila ada institusi yang
secara profesional memanfaatkan sumber-surnber
seperti itu,  masyarakat dengan  sendirinya  akan
sangat tertolong. ]agung tersebut dapat diolah di
wilayah  tempatan menjadi produk-produk yang
kompetitif.

Untuk membuat sebuah BURD yang profe-
sional, Pemda harus memulainya dengan menge-

•sampingkanarogansibirokrasiyangselamainitelah

terbulrd sangat meruSkan semua pihak. Investiga§i
profesional pada bidang usaha yang akan dikelola
harus  secara  dini  dilakukan.  Kemudian  secafa
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otonom mereka diberi peluang untuk menciptakan
unit usaha  strateals  pada  bidang tersebut.  Agar
tidak kebablasan DPRD dan Pemda harus mem-
buat rambu-rambu yang hanya digunakan untuk
jero#z./o#.#g  dan  menjamin  akuntabilitas  BUMD
tersebut baal kepentingan pembangrnan daerah.
0leh karena itu, meskipun pendekatannya lebih
bersifat swastanisasi, itu harus  diartikan  sebagal
usahauntukmenciptakanBuhDyangkompetitif.

Selanjutnya, BUNI) harus dibangun dalam sis-
tern yang transparan, sehingga informasi tentang
kinerjanya dapat dipantau masyarakat,  termasuk

penggunaan  basil  keberhasilannya.  Pengelolaan
tekflis  dan  organisasional,  dapat  saja  dilakukan
dengan pendekatan manaj emen modern kemitraan
atau  bahkan /.o¢.#/  oj)crzz/z.o#r.  Tetapi,  sepanjang
tenaga dan rfez.//dari daerah memungkinkan, harus-
lah digunakan secara optimal.

Usaha patungan diperlukan benar-benar hanya
untuk kepentingan  transfer teknoloal dan ilmu
pengetahuan. Rencana waktunya harus ditentukan
secara  pasti,  walaupun  dengan  pola  bertahap.
Kepemihkan  saham harus bersifat kolektif  dan
Pemda  hanya  sebagai PG#J/z."z//#J  toerangsang)

pergerakan semangat investasi masyarakat. Namun
demikian,  organ  komisaris  harus  memasukkan
unsur-unsur profesional yang diharapkan mampu
manjadi pengawas yang optimal. Dukungan politis
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darn Pemda hanya diberikan darn adanya opsi-opsi
teknis dan strateds yang disodorkan BuhD ter-
sebut. Ini untuk menghindari Buho yang bisanya
hanya menggrogoti keuangan daerah. Pada jajaran
direksi  penunjrikannya harus  didasarkan  pada
kapabalitas, kompetensi, dan aspek moralnya yang
teruji.

]angan  sampan ada  direksi yang setelah
BuhD mendapat proyck malah mensubkontrak-
kannya pada perusahaan pribadi yang dinhikinya.
Perilaku seperti ini, tentunya bukan merupakan
kondisi objektif untuk mendapackan BUMD yang
profesional secara optimal. Pola 4o¢or¢/g go2/pr#4#cB
yang dibentuk oleh DPRD  dan Pemda melalui
perancangan  sistem harus dapat dipatuhi  semua
pihakyangadadiBuhDmaupunolehDPRDdan
Pemda   itu  sendiri. Arinya, konsistensi menjadi
tolak ukur penting.  Menjadikan BUMD  sebagai
sumber  dana  kampanye  partai,  tentunya  akan
sangat mengganggu profesionalisme  kehadiran
Burn.,

EEI



ADA MUSANG

BERBULUAMAM

(MencermatiPerseteruanProyekNlultiyearsdiRIau)

Perdebatan tentang pelaksanaan pembangunanii RIau selalu saja famal dan meriah. Kadang
memberikanmaknabahwaRiaumemangmend]iki
masyarakat yang dinamis  dan sangat demokfatis
sehinggasatuusulanprogramtidaksertamertabisa
lolos tanpa sflang pendapat dan adu argunentasi

yangkeras.Padasisilalnsepertiingjnmenunjukkan
betapa  orang RIau  sangat lemah  daya  kebersa-
maannya sehingga sulit mencari titik temu untuk
saling sepakat terhadap  seuatu hal.

Bagaimanapun positifnya sebuah ide dan
gagasan  jika  tidak melingkup  semua  unsur  dan
elemen pastilah  akan  mendapat tantangan  dari
elemen-elemen yang merasa ditinggalkan.  Orang
Riau dalan konteks ini seperti memanjat batang

pinang. Saling berebut dan injak menginjak untuk
memastikan bahwa ialah yang paling patut dan
palingmunglinmemperolehsesuatu.Tidcksepefti
rumpun bambu yang saling menopang.
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Perdebatan terbaru di Riau yang makin
seru misalnya adalah menyangkut pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan yang akan meng-
hubungkan beberapa wilayah Riau yang sebelum
ini sangat terisohi. Berbagal dikotomi mengemuka
dalammen)rikapiprogramdanproyekinimen§ngat
dana yang dibutuhkan untuk merealisasinya me-
mang tidak kecil dan sistem pembayarannya juga
harus melalui beberapa kali penganggaran tahunan
APBD  (multiyears).

Pc„zz"a, dikotomi antara DPRD lama dan
DPRD  baru.  Silang pendapat dimulai  dari per-
debatan tentang siapa yang berhak mengesahkan
proyek-proyek tersebut dianggarkan  di APBD
Riau.  Masa  tugas  DPRD  1999-2.004  sudah  akan
berakhir dan bakal diganti oleh DPRD hasil Pemilu
2004. Pada akhir-akhir masa jabatan tersebut  (¢4e
/¢T/ jnd##Jg)  anggota DPRD  lama menyetujui dan
mengesahkan adanya program dan proyek pemba-
ngunan yang mencapai nilai Rp 1,7 trilyun dengan

pola penganggaran multiyears. Berbagai kalangan
mencurigal ini merupakan program dadakan dan
DPRD  lama  seolah-olah  melakukan  praktek-

praktek  yang  tidak  terpuji.  Bahkan  kecurigaan
bahwa  mereka  telah  melakukan  KKN  dengan
menerima/gc sebesar 7°/o dari nilal proyek menge-
muka. Proyek dianggap sebagal sarang korupsi dan

pemerintah mengambil momentum akan berakhir-
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nya masa jabatan DPRD lama untuk mengesahkan
dan  menyetujuinya.  Sisi  lain  dari  dikotomi ini
membenarkan bahwa tidak ada  salahnya-DPRD
lama  mengesahkan  itu  karena  memang mereka
masih punya hak untuk melakukan fungsi 4z//gg¢.#g
meskipun  itu  pada  menit-menit  terakhir  masa
baktinya.

Kcc7z/cz, dikotomi antara APBD  murni dan
APBD  ABT.  Sebagian  kalangan  menilai  bahwa
dana pembangunan  yang demikian  besaf  tidak

pantas  untuk  dimulai  penganggarannya  dalam
pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) oleh
pihak eksekutif ke  legislatif.  Media ABT hanya
digunakan untuk mengajukan perbaikan anggaran
dan penambahan atau menguranct program dan
proyek pembangunan dari kelebihan atau kekura-
ngan pendapatan yang diterima  daerah.  Pembia-

yaan pembangunan yang sifatnya berkait dengan
anggaran yang besar dan bahkan membutuhkan
penganggaran multi-tahunan sebalknya dilakukan
dalam penganggaran APBD murni. Penganggaran
dalam ABT justru memberi kesan adanya pemak-
saaan anggaran tanpa kajian yang matang dari seed
urgensitas,  substansi,  dan  kelayakan  nilainya.
DPRD tidak punya banyak waktu untuk melaku-
kan  evaluasi  terhadap  anggaran  yang diajukan
pemerintch dalan ABT.

Sisi lain dalam dikotomi ini berpendapat
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bahwa dalam APBD, ABT juga dapat diusulkan
proyek-proyekbaruyangharusdidanalolehdaerah
meskipun pembiayaannya tidak sanggup didanal
melalui  satu  tahun  anggaran.  Perhatian  hanya
ditujukan pada urgensitas proyek dan prioritasnya
dilaksanakan  di Riau.  Bila proyek itu  sangat  di-
butuhkan maka di media penganggaran manapun
(murni atau ABT)  DPRD dapat memainkan hak
buds/et-nya.

Ke/zgiv,  dikotomi berkembang pada  siapa

yang bakal mengerjakan proyek yalmi antara pe-
ngusaha lohal dan luar lokal. Perseteruan pendapat
semakin bergeser pada aspek kepentingan. Melalui

penganggaran dengan cara multiyears  akan me-
ngunci ke.sempatan pengusaha lokal untuk terlibat.
Nilai proyek yang deinikian besar membutuhkan
kualiflkasi  perusahaan  yang  berkantong  tebal.
Pengusaha-pengusaha  seperti ini baru hanya ada
di Jakarta.  Sedangkan  di  Riau  belum  mencapai
kualifikasi seperti itu sehingga kesempatan mereka
untuk ikut tender menjadi tertutup.

Ada  kekhawatiran  pengusaha  lokal bila

proyek-proyek pembangunan di Riau ditenderkan
secaral  sekahgus  untuk  satu paket pekerjaan  saja
dengan nilal dana proyek yang tingal, maka pe-
luang pengusaha lokal  untuk berpartisipasi dalam
pembangunan menj adi tertutup. Mereka tidak akan
pernah  menjadi  besar  dan  bahkan pemerintah
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daerah  dinilai justru mematikan  usaha  mereka.
Menjadi penonton orang makan di rumah sendri
sangatlah menyakitkan baal mereka.

Pendapat lain dalam dikotomi ini adalah
mereka yang tidak memperhitungkan adanya pro-
teksi bast pengusaha lokal. Pendekatannya adalah

profesionalisme dan kepentingan proyek tersebut
dikerjakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Pemenang tender dapat  saja mehbatkan rekanan
lokal dalam men-J#/¢orf mereka untuk menger-

jakan proyek, tetapi tetap mengacu pada pertim-
bangan bahwa pengerjaannya harus berpijak pada
eflsiensi  dan kuahtas.

Kcezz7P¢/, proyek multiyears  telah memun-
culkan  dikotoqui  puak.  Masyafakat Riau  Pesisir

yangbakalmenerimalimpahanpelaksanaanproyek
merapatkan barisan untuk memastikan kegiatan
tersebut terlaksana di wilayah mereka. Puak RIau
Pesisir justru mengumandangkan akan "Merdeka"
dari Provinsi Riau bila proyek tersebut tidak jadi
dilaksanakan di wilayah mereka. Keinalnan untuk
memutus isolasi daerah di wilayah pesisir baal me-
reka nampaknya  sudah merupakan  sesuatu yang
tidak bisa  ditawa-tawar lagr.  Ini  adalah  kegiatan

yang nyata dan sangat signifikan dalam mencapai
Visi RIau 2020.

Sementara di sisi lain ada anggapan bahwa
diskusi pembangunan sudah masuk pada tataran
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poritik dan kepentingan. Upaya-upaya untuk mele-
edtimasi proyek (apapun adanya) dilakukan dengan
tanpa mempertimbangkan penelusuran terhadap
substansi dan kelayakan anggarannya. Riau dapat
terjebak pada perseteruan horizontal dalam mem-

perjuangkan kepentingan wilayah masing-masing
tanpa kajian yang horistik darn sect urgensitas, efi-
siensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan

pembangunan yang berkesinambungan.
Mencermati berbagal dikotomi pendapat

di atas  sebenarnya tidaklch rumit untuk mencari
jalan keluarnya. PG~zz„&, haruslah dimengerti bah-
wa pembangunan prasarana transpoftasi di wilayah
Riau adalah merupakan syarat mutlak untuk me-
majukan masyarakat Riau.  Selama ini kemis.kinan
dan kebodohan justfu banyak berpunca pada kon-
disi wilayah  Riau  yang memencilkan  masyafa-
katnya. Prasarana transportasi yang tidak memadal
telah  menyebabkan  rakyat  terisolir  dan  tidak
mampu Pefkembang.

Kalau kita mau jujur dan ikhlas member-
dayakan  masyarakat  maka  setiap  rupiah  dan

pembangunan yang ada di APBD provinsi dan
kabupaten  haruslah  terlebih  dahulu  diarahkan
untukpembangunanprasaranatransportasi.]angan
dulu diarahkan untuk pembangunan kantor, I umah
sakit, rumah pejabat, mobil pejabat dan proyek-
proyek boros lalnnya yang tidak memiliki sentuhan
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langsung dengan pefbaikan hidup masyarakat.
KeJz",  penganggarannya  tetap  dapat di-

evaluasiolehDPRDyangbaruuntuksetiappenga-

juan anggaran, balk di ABT maupun murni karena
memang setiap  tahun bakal diajukan pemerintah
untuk disahkan DPRD  sesual dengan  si fat pen-
danaannya yang multiyears. Pendekatannya adalah
anggaran berbasis kinerj a dengan mengedepankan
eflsiensi,  efektivitas,  transparansi  dan  akunta-
bihtasnya. ]angan didekati dengan basis ingin ikut
bermain untuk mengganti biaya kampanye yang
sudah terkuras dalam masa pemilu lalu. Itu nama-

ny2L, ``Malirig teriak  malirir  ttwzm ``Musang berbuh
/j/c7er." Tak ada alasan untuk menidakkan pem-
bangunan prasarana ttansportasi di Riau ini, tetapi
sangat  terbuka kemungkinan  untuk melakukan
koreksi baal terlaksananya pembangunan itu secara
efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga
memang optimal baal pemberdayaan masyarakat
Riau.

Kc#giv, kerjakan proyek pembangunan ter-
sebutdenganpolakonsorsiun.Pengusahaluaryang
lebih profesional dapat dipilih untuk menjadi /c¢Jer
dengan mehbatkan pengusaha lokal sebagai mitra
kerja.  Persyaratan  seperti ini perlu dibuat untuk
melakukan pemberdayaan pengusaha lokal. Tapi
ingat jangan dipilih pengusaha yang hanya punya
akte  dan  papan  nama  yang  kerjaannya  hanya
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membeh-bdi dokumen penawaran dan hidup dari
uang tolak sebagal pendamping. Pihh pengusaha
yang profesional, jujur, dan teaperca-ya.  Kalau itu
memang tak  ada  di  Riau  apa boleh  buat,  beri
mereka pelajaran untuk nanti bisa menjadi pengu-
saha syariah di bumi Melayu yang islani ini.`



AITAP  RUMBIA,
PERABUNG  UPIH
(FenomenaprosesTlenderpemhangunanDPRDRiau)

Pertelagahan antara Ketua Komisi Ill DPRDRiau  dengan Ketua DPRD RIau menyangkut
Pembangunan Baru Gedung DPRD Provinsi RIau
menjadi menarik untuk disimak.  Perbedaan pen-
dapat muncul  akibat  tidak  ditaatinya  apa  yang
sudah digariskan oleh Peraturan Daerah Pfovinsi

I,

RIau tentang Anggaran  Pendapatan  dan Belanja
Daerah.Terdapatperbedaanyangsangatsignifikan
antafaimplementasinyadenganapayangdigariskan
dalan APBD yang justru ditetapkan oleh DPRD
bersana-sama dengan pihak eksekutif. Implikasi-
nya sangat besar. Dimulal dari terhambatnya akses
kontraktorlokalsanpalpadaadanyadugaankolusi
dan jov¢rfe-zfp anggaran proyek.

Berbagai media memuat perbedaan pen-
dapat kedua vialal rakyat tersebut. Beragam tang-

gapan muncul dan bahkan malin dilarikan kepada
wilayahporitik.Anehnyaperbedaanpendapattidak
dicoba diselesaikan secara terbuka dan transparan.
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Padahal rakyat menunggu ujungnya.  Bagaimana
mungkin sebuah permasalahan yang cukup besar
seperti itu tidak dapat dianalisis dan dicari perma-
salahannya serta dibuat altematif untuk keluar dari
permasalahan itu oleh para walal rakya,tjgrlg telch
memanfaatkan segala fasilitas yang disediakan oleh
rakyat pemilihnya. Ironis sekali memang perbedaan

pendapat tersebut tidak melahirkan penyelesaian
masalah  yang eflsien  dan  makin  optimal bagi

penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik  @ooJ
a/ouerrLarLceJ).

Polemik di media masa hanya akan meng-
hasilkan praduga dan tidak menyentuh akar penye-
lesaian yang harmonis. Upaya untuk menciptakan

penyelenggaraan . negara yang bertanggung jawab
tidak dapat ditempuh melalui gembar-gembor per-
soalannya ke wilayah publik tanpa  diikuti oleh

pencarian solusi yang komprehensif. Rakyat tidak
akan  terpuaskan  oleh  adanya publikasi  tentang
adanya dugaan berbagal ketidakbenaran yang di-
lakukan  oleh  pejabat  publik.  Semakin  banyak
kenyataan seperti itu diungkap hanya akan makin
menambah  ketidakpercayaan masyarakat kepada

penyelenggara negara dan menumbuhkan bibit-
bibit pembangkangan yang dapat mengganggu
stabiltas berbangsa dan bemegara.

Rakyat lebih membutuhkan adanya pem-
beritaanyangmenyajikanadanyapenyelesalanyang
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eflsien  dan  optimal  dari  setiap  persoalan yang
timbul.  Pendidikan  politik yang amat berharga
terhadapmasyarakatsebenarnyaharusdirnulaidari

pemberian informasi yang transparan  dari per-
maslahan  yang muncul  dalam  penyelenggaraan
negara dan  solusi yang diambil untuk mengatasi-
nya.  Berbagai  alternatif dapat  saja dimunculkan
sehinggaruangbaalpublikuntukmemirihmenjadi
terbuka lebar  dan proses pendewasaan pohtik pun
dimulai.  Rakyat  akan  semakin  terlatih  mencari
solusi terbaik dan siap untuk hidup di alam demo-
krasi yang santun. Inilah yang harus dikedepankan
oleh setiap pejabat pubrik di tengah-tengah krisis
kepercayaan masyarakat terhadap  mereka.

Kembali  pada .persoalan  polemik  Pem-
bangunan Gedung Baru DPRD RIau maka pene-
1usuran tentunya harus  dimulai dari tahap peren-
canaannya.  Ini  berarti  harus  menilik  apa  yang
ditetapkan  oleh  DPRD  melalui  APBD.  Ambil
contoh  dari  ketetapan APBD  2002.  Pada  kode
kedatan 2P.0.16.1.01.002   pada kolom 2  disebut-
kan  Proyek Peningkatan  Fasiritas  dan Prasarana
Fisik Gedung DPRD Propinsi Riau. Pada kolom 3
ditiiliskan dengan hurup besar ruRjv IKEy dan
tiga item pembebanan  biaya yakni; I. j4Jerz.#z.jifrzzJiz.
dan  Pengendalian  Preyeh RP  30.000.000,-  11.  Pem-
banguun Gedung DPRD  Prapinsi Ridu  ¢embayaran
dilaleukau  §etelcib  I)eherjaau  Selesai/Turn  Key). KP
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3`5:774._549.700,-danlll.PengurwJansertifihotTanay
lohari Preyek Kinntor DPRD  Rp  20.000.000,-. D;ri
apa yang digariskan  dalam APBD tefThat bahwa

pengalokasian  anggaran pada  tahun  2002  tidak
untuk dibayarkan langsung pada pelaksana proyek

pembangunan gedung tersebut tetapi pembayaran
dilakukan pada  saat pekerjaan  telah  selesai.

Kelemahan  dari APBD  ini  adalah  tidak
menyebutkan  penyelesaian  seluruh  pekerjaan.
Secara teoritik isulah  T#r# Kej; memang hanya di-

gunakan untuk menunjukkan bahwa setelah selu-
ruh tahapan pekerjaan selesai barulah pembayaran
dilakukan. Namun kalimat yang tercantun dalam
APBD  tetap mengandung inteapretasi yang bef-
again.  Kalimat  "Pembayafan  dilakukan  setelah

pekerjaan selesai" dapat ditafsirkan bahwa peker-
jaan yang dilaksanakan Tahun 2002 atau Tahapan
Pekerjaan  tertentu.

Sayang sekah di dalam APBD tidak secara
tegas  dinyatakan  bahwa  "Pembayaran  dilakukan
setelah  seluruh proses  pekerjaan  Pembangunan
Gedung Baru DPRD Propinsi RIau selesai diker-

jakan dan slap ditempati yang dibuktikan dengan
adanyatandaterimahasflperkerjaan''.Kekurangan
ini nanpaknya menyebabkan munculnya peluang
untuk mengubah system T#r# Kej; menjadi system
baru dengan isulch yang muncul belakangan yakni
Semi Turn Key.
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Meky

Dalam  praktek  nampaknya  dilakukan
secara mendua pula.  Untuk urusan-tender tetap
digunakan isulah Tz/r# KCLy Pro/.cc/. Akibatnya kon-
traktor lokal  kehilangan kesempatan untuk me-
nangkap peluang usaha yang terbuka pada pem-
bangunan gedung tersebut.  Menyedihkan  sekali
baal  kontraktor lokal yang #o/#  4G#c tidak hanya
anakjatiMelayuRIaukarenamerekahanyamampu
mengalgit jari menyaksikan tumpukan kue yang
tak  dapat  mereka  cicipi.  Lantas  apakah  dalam

pelaksanaan pekerjaan sistem T#r# Key ini memang
dilaksanakan?

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan yang ditandatangal pihak Dinas  Kim-

praswil RIau dengan Kontraktor Pelaksana terlihat
persoalanyangsana.Kontrakkerjatersebutseperti
"banci"  yang juga  tidak  jelas  jantan  betinanya.

Mungkin  memanfaatkan  peluang  adanya  bias
makna dalam APBD maka kontrak kerja tersebut
pun menjadi sangat aneh. Pada pasal 1 ayat 1 surat
perjanjian  tersebut  dicantumkan  bahwa  kedua
belah  pihak  sepakat  untuk  mngadakan  ikatan

perjanjian pelaksanaan pekerjaan ¢ontrak)  dalarn
bentuk dan  sistem  kontrak terima jadi  (T#r# Kcj/
Coy,tracb.

Pada  ayat  2  dijelaskan  bahwa  maksud
sistem kontrak terima jadi adalah PIIIAK PER-
TAMA membayarkan  pada PIHAK  KEDUA
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sesual dengan dana yang tersedia dalam DIPDA
tahun anggaran 2000, tahun anggaran 2001, tahun
anggaran  2002,  dan  tahun  anggaran  2003,  dan
PIHAK KEDUA s'anggup dan bersedia menyele-
saikan seluruh tugas pekerjaan Pembangunan Baru
Gedung DPRD Propinsi Riau pada akhir tahun
anggaran 2002.  Pada ayat 3  disebutkan PIHAK
PERTAMA belum dapat membayar seluruh biaya
pekerjaan kepada PIHAK KEDUA pada tahun
anggaran  2002,  PIHAK  KEDUA  bersedia  di-
bayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan pada tahun
anggaran 2003.

Membaca  ketiga  ayat  dalam  surat  per-

janjian  tersebut maka pihak kontraktor ternyata
selamat  dari  sistem  T#r# .KejJ Pro/.ec¢ yang murni.
Kontraktor tetap akan memperoleh kucuran dana
sesual  dengan dana yang tersedia dalam DIPDA

yangmerupakanpenjabaranlebihlanjutdariAPBD
yang ditetapkan oleh DPRD. Artinya mereka tidak
perlu merogoh kocek terlebih dahulu secara penuh
untuk membangun gedung tersebut. Mereka akan
menerima dana secara berkala melalui setiap tahun
sesual dengan periode tahun anggaran. Ini dinyata-
kan dalam pasal 12 surat perjanjian tersebut. Hanya

pembayaran untuk tahun anggaran 2003 yang ahan
merekatanggulanaltedebihdchulumenchgatgedung
baru tersebut harus selesal pada akhir tahun 2002.

Mengamati kedua Dokumen Negara ter-
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sebut nampaknya tidak ada yang perlu dirisaukan.
Pada APBD  Jo4 tidak dinyatakan penyelesaian

pekerjaan harus selesai 100°/o dan pada perjanjian
pelaksanaan pekerjaan penjelasan  tantang sistem
T#r# KcjJ  dituangkan  sesuai  dengan  perspektif
mereka yang menandatangani perj anjian tersebut.
Persoalannya sekarang adalah, Adakah peluang
untul KKN dalam cara-cara seperti itu atau mung-
kinkah terjadi hal-hal yang kurang pada tempatnya
dalam sistem yang seperti itu?

Menjawab persoalan ini tentu tidak mung-
kin hanya dengan satu dua orang saja. Semua yang
terkait sebenarnya harus  dapat duduk bersama
menviasatinya sehingga tidak menimbulkan pra-
sangka dan sflang sengketa. Terlalu suhtkah men-
cari jalan keluar dari persoalan yang amat  seder-
hana seperti ini? Bukankah yang teapenting adalah
optimalisasi kinerja dan  kebenaran proses  untuk
mencapainya. ]angan  sampan  segala  sesuatu yang
baik justru bercampur baur dengan yang buruk.
Ihi "rrrAIry2L, ``Alap rmmbia Perabang wpib:'   ELinya
saja kontraktor lokal memang tetap harus mawas
diri. Narnpaknya keberuntungan belum laal ber-
pihak kepada anda dan proses  seperti ini tentu-
nya harus diikuti oleh pemberdayaan para "tukang
tempatan".,
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AYAM MAl-I  KEIAPARAN

DI  RANGKIANG

(Menggugat Alokasi Kredit untuk Rakyat Nliskjn di RIau)

D alam  sebuah  2"r4r4oP  bertajuk  ProJpeADunia  Usaba  dan  Poterlsi  Pembiayaanya ytAIg
diselenggarakan  di Jakarta  27 ]uli 2004,  Deputi
Gubernur Bank Indonesia, Maman H  Somantri
memprihatinkan kecihya kredit yang dialokasikan
untuk sektor pertanian. Sampan akhir Triwulan 11
tahun 2004 hanya Rp  25,5  trilyun kredit untuk
sektor pertanian  atau  5,4°/o  dari total kredit per-
bankan yang tersalurkan. Dibanding dengan alokasi
untuk sektor industri yang mencapal Rp 131 trilyun
atau  27,5%  dari  total  kredit  perbankan  alokasi
untuk sektor pertanian berada pada urutan teren-
dah.  Salah  satu  sebabnya  disinyalir  adalah  akibat
tinggiva resiko agribisnis dalam pembelian kredit.

Gambaran ini menunjulckan daya tarik bis-
nis  sektor pertanian masih rendah di mata dunia

perbankan sehingga keleluasaan masyarahat petani
untuk  mendapatkan  dana  bagi  pengembangan
usahanya relatif  terbatas.  Di  sisi lain keadaan ini
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bisa  saja muncul karena sektor pertanian  sudah
mulai ditinggalkan masyarakat dan mereka cende-
rungbeapindahkesektorlainuntukmengadunasib
dan peruntungan. Bila kondisi demikian berlanjut,
tingkat urbanisasi akan meningkat, jumlah masya-
rakat miskin perkotaan semalin bertambah.  -

Sumber-sumber alam pedesaan tidak ter-
garap dan pada akhirnya akan memberi pelung
pada "petani berdasi" untuk memperoleh lahan
secara  murah.  Mesin-mesin bis-nis  mereka  akan
secara  leluasa  menguasai  asset-asset  ekonomi
rakyat. Bila pemerintah tidak hati-hati maka pen-
besaran alokasi kredit ke  sektor pertanian tidak
lard akan dinikmati petani miskin, tetapi jatuh pada
kelompok konglomerat .pertanian.  MarSnatisasi
masyarakat pedesaan semalin parah dan kemis-
kinan  sebahagian  besar masyarakat  akan  makin
-sulit dientaskan.

Di Riau kondisi yang terjadi relatif ber-
beda. Sampan dengan akhir Triwulan I tahun 2004
o#/I/z7#c7z.#g kredit untuk sektor pertanian mencapal
Rp  3,63  trilyun  atau 20,77°/o  darn  total  o#/I/zg#4Jg.#g
kredit yang ada. Sampal dengan bulan April 2004
o#/I/zz#Jz.#g kredit perbankan di Riau mencapal Rp
17,482 trilyun. ]umlah ini telah mencapal 90,43°/o
dari  dana  masyarakat  yang berhasil  dihimpun
perbankan Riau. Dengan demikian dana masyara-
kat yang tersisa di perbankan Riau hanya tinggal
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9,570/o atau lebih kurang Rp 1,851 trilyun. Sedang-
kan alokasi kredit untuk sektor industri mencapai
Rp 4,774 trilyun.

Dibandingkan dengan keadaan tahun 2003
oz//I/zz#c7z.#g kredit perbankan untuk sektor pertanian
mengalami peningkatan dan sektor industri justru
sedikit  menurun.  Oz//I/z7#c7z.#g kredit untuk  sektor

pertanian  akhir  tahun 2003  baru mencapai Rp
3,488  trilyun  atau  20,260/o.  Sedangkan  sektor
industri mencapal 29,58°/o  atau  sekitar Rp  5,092
trilyun. Sektor ekonomi yang memiliki porsi yang
besar menyerap  kredit perbankan  adalah  sektor

perdagangan.  Pada  tahun  2003  o#/I/zz#c7/.#g kredit
sektor ini  sebesar  Rp  2,211  trilyun  atau  12,85.0/o
dan Triwulan I tahun 2004 naik menjadi Rp 2,414
trilyun  atau  13,81 °/o  dari  total  o#/I/zz#c7z.#g kredit

yang ada.
Ditinjau dari penggunaannya porsi terbesar

adalah untuk kfedit investasi dan modal kerja. Pada
tahun 2003  kredit untuk investasi mencapai Rp
8,474 trilyun  atau 49,22°/o. ]umlah ini menin§kat

pada akhir Triwulan I tahun 2004 yang mencapal
Rp8,626  trilyun.  Sedangkan  kredit modal  kefja
sampai  akhir Triwulan I  tahun 2004 pangsanya
mencapal  33,31  dan kredit konsumsi  sebesar Rp
2,976  trilyun  atau  17,02°/o.

Khusus  untuk Usaha  Kecil  Menengah
pangsa  kreditnya  relatif kecil.  Pada  tahun  2003
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hanya sebesar Rp 2,907 trilyun atau  16,88°/o dari
total o#/I/zz#Jz.#g kredit yang ada di Riau. Alokasinya
untuk  sektor pertanian  mencapai  35,890/o  dan

perdagangan  mencapal  Rp  675,919  milyar  atau
23,25°/o  serta industri hanya  1,84°/o.  Porsi peng-

gunaannya  hampir  merata  antara  kepentingan
investasi, modal kerja, dan konsumsi.  Pada alchir
Triwulan  I  tahun  2004  o#/I/zz#Jz.#g kredit untuk
UKM  sudah  mencapai  Rp  2,888  trilyun  atau
16,52%. ]umlah ini teralokasi untuk sektor per-
tanian  sebanyak  34,82%  sektor  perdagangan
26,20°/o serta industri  sebanyak  1,84°/o.

Keadaan ini selain menunjukkan gambaran
alokasi kredit yang masih rendah  untuk UKM
sasaran pengguriaan  dan tujuan penggunaannya

pun masih perlu pemikiran ke  arah perubahan.
Masih  rendahnya  alokasi  kredit untuk industri
diperkirakan akibat tidak berkembangnya industri
rakyat di Riau. Sedanghan dari aspek penggunaan-
nya pangsa  untuk kredit konsumsi yang relatif
besar menunjukkan rakyat kecfl masih terbuai oleh
kependngan-kepentingankonsumtifnyaketimbang
kreativitas  berinvestasi untuk memperbaiki kese-

jahteraan ekonomi rumah tangganya.
Pangsa  kredit  yang  relatif kecil  untuk

kalangan masyarakt kech mungkin ditandal dengan
belum berkembangnya lembaga keuangan mikro
yang ada di RIau. ]umlah Bank Perkreditan Rakyat
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@PR) dan kantomya di RIau sampan dengan Maret
2004 baru mencapal  9 buah. Ditambah dengan
BPR Syariah  sebanyak 2 buah maka jumlah BPR
di Riau baru mencapal 1 1 buah. Sedangkan Badan
Kredit Desa baru ada 1 buah saja. Porsi kredit yang
mampu dialokasikan BPR baru sekitar Rp 56,316
milyar  atau  0,3%  dari  total  o#/I/zz#Jz.#g kredit  di
Riau. Penggunaannya lebih banyck terafah untuk
modal kerja dan konsumsi. Pada akhir Triwulan I
tahun  2004  pangsa  kredit  untuk  modal  kerja
mencapal Rp 36,633 milyar dan konsumsi sebesar
Rp  17,856  milyar.  Sedangkan untuk kepentingan
investasi hanya sebesar Rp  1,807 milyar.

Berdasafkan  igambaran  data  tersebut
menunjukkan  keadaan  yang  sedikit  in.empri-
hatinkan yang terjadi  di  Riau.  Meskipun  alokasi
kredit untuk pertanian relatif besar tetapi  ofang
yang menikmatinya  bukanlah  masyarakat kecil
yang ada di pedesaan. Ini namanya, "/eyczAV 4G77g/z/r
di  dalam  rangkiang,  tc[|ji  matt  helaparaMi:'  See:tot

perkebunan yang menyerap sebaalan besar kredit
perbankan lebih banya dimiliki oleh para "petani
berdasi"  dalam bentuk perkebunan-perkebunan
sawit dalam skala besar. Kalaupun ada masyafakat

jumlahnya  relatif kecil  dalam  bentuk  peta.ni.
plasma.  Perkebunan perseorangan yang meman-
faatkan  kredit  bank  hanyalah  para  pekebun-
pekebun  dari  mas_yarakat  golongan  ekonomi
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menengch keatas.
Kredit untuk UKM porsinya masih relatif

kecfl. Meskipun sudah sebahaedan besar teralokasi
untuk pertanian namun belum  mampu meng-
gerakkan perbaikan ekonomi rakyat secara balk.
Penggunaannyauntukkepentinganinvestasimodal
kerja  dan  konsumsi masih  hampif berimbang.
Keadaan ini terjadi akibat masih minimnya hem-
baga Keuangan Mkro pada tingkat akar rumput.
Masyarakat kecil dan petani gurem masih  sulit
mengakses kredit karena in§titusi keuangan masih

jauh dari jangkauan mereka.
Ke  depan, dalam rangka  menggerakkan

dinamika ekonomi masyarakat kecfl, khususnya di

pedesaan  diperlukan  beb.erapa langkah  pentirig.
Pe„zz„zg, menumbuhkembangkan Lembagr Keua-
ngan Mikro.  Baik  dalam  bentuk  BPR ataupun
Badan  Kredit Desa.  Beberapa Usaha Ekonomi
Desa (UED) yang sudah ada dapat dikembangkan
dandirangkumuntuksecarabersama-sanamenjadi
pemihk dan perpanjangan BPR. Beberapa wilayah
kecamatan yang memihki potensi bisnis yang baik
sebaiknya memiliki BPR untuk menguranal teka-
nan  para  tengkulak.  Pemerintah  provinsi  dan
kabupatendapatsecarapatunganmembentukBPR
dengan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta
yang ada di wilayah mereka.

KGc7zft¢, memperbaiki kondisi ekonomi mas-
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yarakat desa melalui pengembangan infrastruktur
ekonomi yang memadai. ]alur  distribusi  sentra-
sentra produksi harus diperlancar. 84rgzzz.#z.#gjJow./z.o#
mayarakat kecfl yang selama ini sangat lemah oleh

posisi pasar mereka yang terjepit dalam  struktur
pasar  oligopsonis  harus  diubah.  Hambatan-
hambatan sttuktural yang selama ini melilit mereka
harus diungkal untuk memberi ruang gerak yang
lebih leluasa baal masyarakat dalam memperbaiki
kesej ahteraan  ekonominya.

Kc/zgiv, memupuk terus  semangat kewira-
usahaan masyara.kat. Inovasi dan kreativitas rakyat
harus  dipancing agar menjelma menjadi  karya-
karya  nyata  yang  bermanfaat  bagi  kehidupan
mereka. Pendampingan dan penularan kemampuan
dan tekhnoloal  sangat penting artinya disamping
memberikan mereka dana pembiayaan yang relatif
mudah,  murah,  terkendali dan dapat digulirkan
kembali  kepada mereka.  Pemerintah  tidak seha-
rusnya Phobia memberikan kredit pada masyarakat
dari  berbagai pengalaman yang ada  sebelum ini.
Mengalokasikan dana rakyat untuk kepentingan

pemberdayaan rakyat jauh lebih balk dari sekedar
membangunkantor-kantorpemerintahyangmegah
dan  membeli  mobil-mobil  mewah  pejabat  di
tengah-tengah rakyat yang terhimpit kehidupan
ekonominya.`
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